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Soeharto, Lee Kuan Yew,
dan Mahathir Mohammad:

Studi Perbandingan Ekonomi-Politik Indonesia, Singapura, dan Malaysia

—— Rasyidin S.Sos.,, MA. ——

Masih belum berakhir kontroversi masyarakat Asia Tenggara akan tiga
pemimpin —yang pernah sukses membangun rakyatnya dengan laju
pertumbuhan ekonomi yang spektakuler' — yaitu Soeharto dari Indonesia, Lee
Kuan Yew dari Singapura, dan Mahathir Mohammad dari Malaysia. Soeharto,
Lee Kuan Yew, dan Mahathir adalah tiga tokoh yang menerapkan demokrasi
dengan corak yang kontroversial demi melaksanakan rencana dan program
pembangunan ekonomi. Hanya dalam beberapa dekade pemerintahan mereka,
masyarakat Indonesia, Singapura, dan Malaysia telah mengalami transformasi
radikal dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.? Sebagai konsekuensi-

1 Begitu spektakulernya keberhasilan program ekonomi kedua tokoh ini dapat dilihat dalam deskripsi
sejarah, yang untuk kasus Indonesia, dalam John Bresnan, Managing Indonesia: The Modern Political
Economy, New York: Columbia University, 1993. Untuk kasus Singapura, lihat Kee Kuan Yew, From Third
World to First, The Singapore Story (1965-2000): Memoirs of Lee Kuan Yew, Singapore: Singapore Press
Holdings, 2000. Untuk kasus Malaysia, lihat Mahathir Mohamad, Jalan ke Puncak, Selangor Darul Ehsan:
Pelanduk Publications, 1999.

2 Tentang transformasi yang dahsyat yang dilakukan oleh Soeharto, lihat Hal Hill, “The Economy”,
dalam Hal Hill (ed.), Indonesia’s New Order: The Dynamic of Socio-Economic Transformation, New
South Wales: Allen and Unwin, 1994, him. 54-114. Untuk Singapura di bawah Lee Kuan Yew, lihat
Richard Robison, (ed.), Pathways to Asia: The Politics of Engagement, Sydney: Allen and Unwin,
1996, him. 92., lihat Untuk kasus Malaysia di bawah Mahathir, lihat Peter Searle, The Riddle of Malaysian
Capitalism: Rent Seekers or Real Capitalists?, Honolulu dan New South Wales: University of Hawai'i
Press, Asian Studies Association of Australia dan Allen and Unwin, 1999.
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nya, Indonesia, Singapura, dan Malaysia tidak dapat menghindari harus
kehilangan kebebasan untuk menguji ideologi-ideologi lain karena program
modernisasi yang dicanangkan bersifat monolitik, pragmatis, program oriented,
dan menerapkan pola stabilitas keamanan yang ultra ketat. Namun, ada
konsekuensi positif yang dihasilkan oleh kedua pemimpin ini: Soeharto, Lee
Kuan Yew, dan Mahathir berhasil membawa Indonesia, Singapura, dan
Malaysia menuju New Industrializing Countries (NICs) yang mencengangkan.

Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir adalah tiga tokoh Asia yang
mewakili Dunia Ketiga yang memiliki banyak persamaan -—di samping
beberapa perbedaan— yang menarik untuk ditelaah. Sebagaimana akan dibahas
di dalam kerangka acuan ini, tiga tokoh ini masing-masing adalah pembangun
negaranya sendiri dengan sikap yang “hati-hati mendekati demokrasi.” Dengan
sikap ini berarti bahwa ketiga tokoh ini berusaha menjauh sementara dari
demokrasi, atau dapat juga disebutkan bahwa tiga tokoh ini terlihat sangat
“mencurigai” demokrasi sebagai konsep eksternal yang dipraktekkan secara
luas oleh komunitas internasional dan mendekatinya dari sisi yang sama:
menggunakan regimentasi untuk mengukuhkan institusi demokrasi namun
tanpa nilai-nilai kebebasan berpendapat,® tanpa pengakuan yuridis penuh
terhadap hak-hak asasi manusia‘ dan tidak memberikan kesempatan tumbuhnya
otonomi bagi daerah-daerah periferal.®

Untuk menilai secara lebih jelas peran Soeharto, Lee Kuan Yew, dan
Mahathir dalam pembangunan ekonomi, kita harus melihat ke belakang, ke
sejarah pembangunan ekonomi modern Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana sejarah ekonomi Indonesia. Dan,
karena sangat luasnya cakupan sejarah modern Indonesia, ® maka untuk
kebutuhan studi ini, hanya sejarah ekonomi pada masa Orde Baru saja yang
menjadi fokus perhatian mendalam studi ekonomi-politik tentang Soeharto.
Studi ini akan melihat struktur (structure), kebijakan dan perencanaan (policy
and planning), dan kinerja (performance) ekonomi Orde Baru di bawah
Soeharto.

*Yang dimaksud dengan ‘tanpa kebebasan berpendapat’ di sini kurang lebih sama dengan “dominasi
wacana”, atau “hegemoni makna” dalam bahasa Taufik Abdullah untuk melihat fenomena sosialisasi
wajib Pancasila melalui P4 di Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya khas Asia Tenggara; artinya, fenomena
ini tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunai,
dan Myanmar. Lihat majalah Ummat, No. 8 Thn. II, 16 Oktober 1995, him. 40.

# Tentang keadaan hak-hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia yang dinilai negatif oleh
banyak kalangan, lihat misalnya Amnesty International, Indonesia, London: Amnesty International
Publication, 1977. Untuk kasus Singapura, lihat Amnesty International, Report of Mission to Singapore
1978, London: Amnesty, 1980. Untuk kasus Malaysia di bawah Mahathir, lihat R.S. Milne dan Diane
K. Mauzy, Malaysian Politics Under Mahathir, London dan New York: Routledge, 1999, him. 103-121.

® Tentang dominasi pusat terhadap daerah, lihat Benedict R.O'G Anderson, “Old State, New
Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective”, dalam bukunya, Language
and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1990.

8 Sejarah ekonomi modern Indonesia, sudah dimulai semenjak abad ke-13. Lihat M.C, Ricklefs,
A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the present, London: Macmillan, 1981
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Berbeda dengan ekonomi kolonial yang terbelah antara sektor modern
dan sektor tradisional,” dan di mana Pemerintah Kolonial Belanda hanya melihat
Indonesia tidak lebih hanya sebagai sumber bahan mentah murah dan berlimpah
untuk kebutuhan industri di Belanda, dan pola ini terus berlangsung hingga
dasawarsa 1950-an, maka pembangunan ekonomi Indonesia boleh dikatakan
baru dimulai pada dasawarsa 1960-an.® Baru setelah tahun1960-an dan terutama
pada masa Soeharto-lah industrialisasi dilakukan dengan luas dan gempita
dengan pembukaan pintu bagi partisipasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).?

Kebijakan ekonomi (economic policy) Indonesia sudah dimulai sejak
Pemerintah kolonial Belanda membentuk Departemen Urusan Ekonomi di
Hindia Belanda pada 1934,'" tapi tidak dimaksudkan untuk perumusan
kebijakan —apalagi perencanaan— ekonomi. Hanya di bawah Soeharto
perencanaan ekonomi serius dilakukan yang bukan hanya untuk sekedar
menghadapi krisis di masa Orde Lama, tapi lebih kepada upaya penyempurnaan
kebijakan (perencanaan dan program) ekonomi." Sebagaimana ditunjukkan oleh
Lindblad,? kebijakan ekonomi (khususnya kebijakan industri dan
pembangunan) untuk meningkatkan daya-beli (purchasing power) dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih terfokus di Jawa.” Wilayah Luar Jawa,
meski baru diperhatikan pada akhir masa kekuasaan Soeharto, kurang
menampakkan adanya keterkaitan antara perubahan demografis dengan
kapasitas ekspornya.' Artinya, sejarah ekonomi masa Orde Baru di bawah
Soeharto adalah kelanjutan dan perubahan dari kebijakan ekonomi kolonial
Belanda.

Namun, bagaimanapun sejarah ekonomi Indonesia sudah memperlihat
bahwa ekonomi yang dulu muncul karena eksploitasi berkepanjangan
imperialisme Belanda, lalu karena upaya mobilisasi logistik perang Tentara
Pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II, selanjutnya karena Perang

7 Untuk sekedar pengantar memahami sejarah ekonomi Indonesia masa kolonial, lihat J.S. Furnivall,
Netherlands India: A Study in Plural Economy, Massachusett: Cambridge University Press, 1939. Dan juga
J H. Boeke, Economics and Economy Policy of Dual Societies, Haarlem, 1953.

8 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, “Pengantar”, dalam dJ. Thomas Linblad (ed.), Sejarah Ekonomi
Indonesia: Berbagai Tantangan Baru, (terj.), Jakarta: LP3ES, 2000, hlm. xvii.

9 Dengan adanya PMA dan PMDN ini, maka surplus yang rata-rata sekitar 75% di atas impor,
atau sekitar 12,4% dari PDB yang pada masa kolonial dikirim kembali ke Belanda, menjadi pemasukan
bagi ekonomi Indonesia. Lihat H.W. Dick, “Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang
hilang”, dalam Lindblad, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia..., him. 160-176.

10 G H.A. Prince, “Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942", dalam Lindblad, Sejarah
Ekonomi Modern Indonesia...,hlm. 216-226.

11 Kuntjoro-Jakti, “Pengantar”, dalam Lindblad (ed.), Sejarah.... him. xvii.

12 J. Thomas Lindblad, “Pertumbuhan Ekonomi di Luar-Jawa”, dalam Lindblad, Sejarah...,
him. 333-369.

13 Kuntjoro-Jakti, Op.cit., him. xviii.

14 Runtjoro-Jakti, Loc.cit.
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Kemerdekaan (1945-1949) yang disusul periode pergolakan politik 1949-1966
di mana modal swasta domestik (domestic private capital) gagal terbentuk'®
meski telah mendapatkan sejumlah konsesi dari nasionalisasi perusahaan asing,
maka praktis hanya sejak Pelita I (1969-1974) Indonesia mulai mengalami stabili-
tas ekonomi'*dan selanjutnya mengupayakan adanya pembangunan yang
digerakkan oleh dan untuk kepentingan kemakmuran bangsa Indonesia sendiri.
Maka modernisasi pun terjadi di segala bidang dan transformasi masyarakat
dari yang agraris ke masyarakat industrial pun terwujud di bawah komando
Soeharto.

Pembangunan yang semula mengandalkan modal asing, oleh Soeharto
mulai digeser dengan kebijakan-kebijakan kolusif, proteksi yang berlebihan dan
nepotis yang hendak memunculkan kaum pemodal domestik yang kuat" dari
kalangan militer, keluarga Cendana, kelompok Astra, kelompok Liem, kelompok
Soedarpo, kelompok Sultan Hamengku Buwono, dan kelompok Sutowo.'®
Akibatnya, muncul benih-benih kolusi dan nepotisme di dalam pemerintahan
Soeharto, selain korupsi yang sudah sejak awal sulit diberantas. Beberapa faktor
utama yang bersifat politik inilah, selain ada beberapa faktor tambahan lainnya,"
yang menjadi penyebab munculnya krisis ekonomi Indonesia pada 1997 yang
parah (deep crisis) setelah Indonesia mencapai beberapa dekade pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi, serta pengurangan kemiskinan.?® Indonesia kemudian
terpuruk dalam krisis ekonomi yang tragis dan berkepanjangan, sementara
Singapura dan Malaysia (juga negara-negara Asia Tenggara lainnya), yang
walaupun mengalami krisis ekonomi yang hampir sama dengan yang dialami
Indonesia, namun Singapura dan Malaysia masih bisa bangkit dan keluar dari
krisis.

Untuk melihat bagaimana Singapura keluar dari krisis ekonomi 1997, kita
harus melihat ke belakang, ke sejarah (ekonomi) ‘bangsa etnik Cina Perantauan’

15 Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, Sydney: Allen and Unwin, 1986, him. 36-68.

16 Lihat Anne Booth dan Peter McCawley, (peny.), Ekonomi Orde Baru, (terj.), Jakarta: LP3ES,
1982, hlm. viii.

17 Jean Aden, “Entrepreneurship and Protection in the Indonesia Qil Service Industry” dan juga
Richard Robison, “Industrialization and the Economic and Political Development of Capital: The
Case of Indonesia”, dalam Ruth McVey, (ed.), Southeast Asian Capitalists, New York: Cornell University
SEAP, 1992, him. 89-102 dan hlm. 65-88.

18 Robison, The Rise of capital..., hlm. 278, 290, 294, 298, 304, 309, 339, 340,344, dan 352.

19 Faktor IMF (International Monetary Fund) adalah salah satu faktor pemicu yang menyebabkan
memburuknya kondisi ekonomi Indonesia di bawah Soeharto. Lihat Nicola Bullard, Walden Bello
dan Kamal Malhotra, “Taming the Tigers: The IMF and the Asian Crisis”, dalam Jomo K. Sundaram,
(ed.), Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and Crises in East Asia, London: Zed
Books, 1998, him. 85-132.

2 Lihat Hal Hill, The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons,
Singapore: ISEAS, 1999. Juga Mohammad Sadli, “The Indonesian Crisis”, dan Andrew Mclntyre,
“Political Institutions and the Economic Crisis in Thailand and Indonesia”, dalam H.W. Arndt & Hal
Hill (eds.), Southeast Asia’s Economic Crisis: Origins, Lessons and the Way Forward, Singapore: ISEAS,
1999, him. 16-27 dan hlm. 142-157.
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yang mendiami sebuah pulau kecil di ujung timur Semenanjung Malaya.* Sejarah
ekonomi Singapura adalah sejarah sebuah bangsa yang reluktan, ia senantiasa
bayangi oleh kecemasan akan masa depan. Merdeka karena dikeluar-kan dari
Malaysia pada 9 Agustus 1965, Singapura merasa cemas dan bermo-dalkan
‘rasa cemas’ inilah ia berusaha membangun negaranya dengan serius dan hati-
hati. Ekonomi yang dibangunnya pun adalah ekonomi yang penuh dengan
keengganan yang dimanajemen oleh People’s Action Party (PAP),* sebuah
partai tunggal yang dominan.? Bangsa ini tumbuh dengan cara bertahan (the
politics of survival) dari berbagai pengaruh negara-negara tetangganya yang
memiliki banyak lahan dan sumber daya yang tertanam di dalamnya.>
Singapura memulai pembangunan ekonominya dengan transformasi
penduduk ke mentalitas disiplin kerja industrial** Artinya, pembangunan
ekonomi ini dilakukan dengan proses culturalisation of economiy and politics;
bahwa tanpa nilai tambah dan kompetisi, negara pulau ini akan hancur.?” Di
bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew sejak 1959, kondisi inilah yang mengkris-
talkan ideologi tentang ‘survival’ yang kemudian oleh PAP disederhanakan
menjadi pembangunan ekonomi. Singapura tumbuh sebagai bangsa yang
mementingkan konsensus. Identik dengan Indonesia, Singapura mengembang-
kan ideologi “shared values” yang mementingkan bangsa di atas komunitas
dan masyarakat di atas pribadi; keluarga sebagai dasar bagi masyarakat;
dukungan masyarakat bagi setiap pribadi; konsensus dan menghindari konflik
sebagai dasar pengambilan keputusan dan menekankan harmoni antar ras dan
agama.” Barulah setelah semua sistem dasar politik diterapkan, ekonomi pasar
yang berorientasi nilai lebih, competitiveness, ekspor manufaktur dan sektor
industri lainnya mulai dikembangkan.?” Hasilnya adalah sebuah ekonomi yang
sudah bergerak jauh, tidak lagi sekedar bertahan (survival) melainkan sudah
menjadi satu macan Asia yang disegani dalam bidang ekonomi.*® Di bawah

21 Tentang struktur sosial Singapura yang terdiri dari 77 % etnik Cina, lihat Jamie Mackie, “Changing
Patterns of Chinese Big Business in Southeast Asia”, dalam Ruth McVey, (ed.), Southeast Asian Capitalists,
Cornell: SEAP, 1992, him. 161-190.

22 [ jhat N. Barber, The Singapore Story, Glasgow: Fontana, 1978.

23 Lihat T.J. Bellows, The People’s Action Party of Singapore, Yale University: Southeast Asian
Studies No. 4, 1970, him. 54.

24 Chan Heng Chee, The Dynamic of One Party Dominance, Singapore: NUS Press, 1976, him.
6.

2 Chan Heng Chee, Singapore: The Politics of Survival, Singapore: Oxford University Press,
1971, him. 2.

2% Chua Beng Huat, “Culturalisation of Economy and Politics in Singapore”, dalam Richard
Robison, (ed.), Pathways to Asia: The Politics of Engagement, Sydney: Allen and Unwin, 1996, him.
92.

77 Ibid., hlm. 93.

2 Ibid., him. 94.

2 John Drysdale, Singapore: Struggle for Success, Singapore: Times Books International, 1984.

30 | jhat Dennis Bloodworth, The Tiger and The Trojan Horse, Singapore: Times International
Press, 1986.
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Lee Kuan Yew juga Singapore identik dengan pertumbuhan ekonomi, di
samping kontrol politik yang cerdik profesional (skillful political control).!

Sebuah republik kecil seperti Singapura, ekonomi menjadi satu-satunya alat
untuk bertahan. Berbekal S$ 20 juta hasil alam, utamanya karet, Singapore me-
mulai perdagangan internasionalnya di tahun 1961 untuk menghidupi rakyat-
nya.? Kemudian Singapore menjual barang-barang manufaktur senilai S 120
juta.®® Maka, Singapura mulai menjadi negara yang atraktif sebagai tempat pena-
naman modal yang dimulai dari angka S$ 44 juta oleh swasta Amerika Serikat.*
Selain itu, penerimaan Singapura dari pelabuhan mencapai S$ 398 juta dan dari
sektor jasa sebesar S$ 404.”* Mulailah Singapura menyadari diri bahwa
manufaktur dan jasa adalah lahan hidupnya, bukan pada pertanian. Tak perlu
lagi dipaparkan secara kuantitatif, bagaimana spektakulernya ekonomi
Singapura berubah kemudian, mungkin dengan gambaran bahwa Singapura
di bawah Lee Kuan Yew sudah bukan lagi negara Dunia Ketiga, melainkan
sudah menjadi Dunia Pertama.*

Namun, dari studi kritis sejarah ekonomi, pembangunan Singapura bukan-
nya tanpa masalah. Lebih dari setahun setelah krisis keuangan dan mata uang
meledak di Asia Tenggara, dimulai dengan kejatuhan mata uang Baht pada
Juli 1997, Singapura ikut terpuruk bukan karena terbukanya sistem ekonomi
yang dianut, melainkan karena kurangnya reformasi ekonomi dan restrukturi-
sasi ekonominya sehingga tidak fleksibel dan kompetitif ketika diserang oleh
para pialang dan pedagang mata uang di dunia internasional *® Langkah yang
diambil oleh Singapura adalah memperkuat sistem finansial dalam negeri dan
memperbaiki daya kompetisi internasional ekonominya.* Karena memiliki
fundamental makroekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang baik,
sistem sosial dan stabilitas politik yang sehat, serta sistem finansial domestik
yang handal, Singapura tidak begitu menderita oleh krisis moneter ini, melain-
kan bahkan bisa bangkit dengan cepat setelah memperbaiki “beberapa” masalah

31 James Minchin, No Man is an Island: A Portrait of Singapore’s Lee Kuan Yew, Sydney: Allen and
Unwin, 1990.

3 K G. Tregonning, Malaysia, Melbourne: EW. Chesire, 1964, terutama tabel him. 70.

33 Ibid.

3 [pid., pada saat yang sama bahkan Malaysia mengalami minus M$ 223 dalam bidang
penanaman modal asingnya.

3 bid, pada saat yang sama Malaysia justru mengalami minus M$ 138 juta dalam sektor jasa.

3 Lihat Kee Kuan Yew, From Third World to First, The Singapore Story (1 965-2000): Memoirs
of Lee Kuan Yew, Singapore: Singapore Press Holdings, 2000.

37 Tentang episode awal mula terjadinya krisis finansial Asia yang dimulai di Thailand ini, lihat
Bhanupong Nidhiprabha, “Economic Crises and the Debt-Deflation Episode in Thailand”, dalam
H.W. Arndt dan Hal Hill,(eds.), Southeas Asia’s Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward,
Singapore: ISEAS, 1999, him. 67-80.

38 Chia Siow Yue, “The Asian Financial Crisis: Singapore’s Experience and Response”, dalam
H.W. Arndt dan Hal Hill,(eds.), Southeas Asia’s Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward,
Singapore: ISEAS, 1999.

 Ibid., hlm. 51.
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saja dalam keuangan dalam negerinya.*’ Singapura kemudian bangkit dari krisis
dengan agak mudah. Sebagai salah satu Newly Industrializing Economies
(NIEs), tanpa intervensi pemerintah, Singapura tetap melaju sebagai negara yang
menganut kebijakan laissez-faire,"! tidak seperti Malaysia yang menjalankan
kebijakan intervensi pemerintah dalam mengatasi krisis.

Untuk memahami bagaimana pengalaman Malaysia dalam pembangunan
ekonomi dan apa langkah yang ditempuh Mahathir dalam mengatasi krisis,
kita harus melihat ke sejarah ekonomi Malaysia. Sejarah ekonomi Malaysia —
yang sebagian besar bersandar pada produk pertanian dan alam hutan— dimulai
dari masa pra-kolonial hingga tahun 1961.* Produksi utama Malaysia, pada 3
dekade awal setelah kemerdekaan 1957, adalah karet dan kayu serta produk
tambang tembaga. Partner investasi utama Pemerintah Kerajaan Malaysia adalah
Jepang yang memang mengharapkan hasil alam dan pertanian dalam
perdagangan. Sistem ekonomi Malaysia pada mulanya merupakan sistem
ekonomi kolonial Inggris yang telah meletakkan pola-dasar sistem ekonomi
kapitalis yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.* Diskrepansi relatif masih
saja terjadi antara pedagang kecil yang umumnya kaum Melayu dengan
pedagang besar yang umumnya berasal dari etnis Cina. Kemerdekaan politik
pada 31 Agustus 1957 belum membawa kemerdekaan ekonomi bagi Malaysia
yang kemudian mengakibatkan kerusuhan antar kaum setelah Pemilihan Umum
Mei 1969.*

Peristiwa berdarah ini telah membuka peluang kepada golongan muda
dalam Partai UMNO sendiri untuk mengambil alih kendali pemerintahan yang
kemudian meluncurkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971. Mahathir
muncul secara perlahan dan cerdik ke panggung politik mewakili asosiasi kaum
pedagang makanan dan menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1976
dengan mengandalkan “sentimen politik” Melayu* yang kuat dan “sentimen
ekonomi” DEB yang rasional.*

4 Ibid., hlm. 52-53.

41 Yilmaz Akyiiz, “The East Asian Financial Crisis: Back to the Future”, dalam Jomo K.S. (ed.).
Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises.in East Asia, London: Zed Books,
1998, him. 33.

42 K. G. Tregonning, Malaysia. Melbourne: EW. Chesire & Australian Institute of International
Affairs, 1964, him. 55.

4 Jomo K. Sundaram, “Ekonomi Bebas atau Pembebasan Ekonomi: Beberapa Pandangan tentang
Perlunya Tata Ekonomi Dunia Baru”, dalam Prisma, No. 2, Februari 1982, him. 96.

4 Sundaram, Ibid., him. 97.

5 Tentang hal ini, lihat bukunya The Malay Dilemma, Kuala Lumpur: Federal Publications,
1970.

% Tentang DEB, lihat bukunya Jalan ke Puncak, Selangor: Pelanduk Publications, 1999. Lima
tahun pertama DEB (1971-1975) mencapai sasaran di mana jumlah modal milik pribumi telah
bertambah dengan tingkat yang amat pesat sekian kali lipat dari pertumbuhan kapital kaum etnis
Cina.
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Ekonomi Malaysia mengalami pertumbuhan yang stabil* selama satu
dekade segera setelah Mahathir Mohammad menjadi Perdana Menteri. Mahathir
serius dalam mereduksi kemiskinan dan melakukan economic planning
terutama dalam Rancangan Malaysia Ketign 1976-1980 dan Rancangan Malaysia
Keempat 1981-1986.% Secara implisit, setidaknya masih merupakan hipotesis
dalam studi ini, kebijakan ekonomi Mahathir dengan DEB (Dasar Ekonomi Baru
atau lebih dikenal dengan New Economic Policy) lebih merupakan imitasi dari
kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia era Soeharto. Malaysia mulai
memperluas partner investasinya dari Jepang ke Amerika Serikat.

DEB merupakan rekayasa sosial yang unik dan berani yang dilakukan oleh
negara sedang berkembang yang masih muda seperti Malaysia.” Perubahan
ekonomi-politik yang sangat dramatis mulai terjadi, khususnya menyangkut
jaringan politik dan afiliasi bisnis sebagian kaum (Melayu) “Bumiputera” yang
didukung negara. Di bawah DEB ini juga usaha Malaysianisasi perusahaan
asing yang bergerak dalam bidang karet dan kelapa sawit berlangsung secara
sukses. Namun, pihak pemodal asing, terutama Amerika Serikat, masih terus
menanamkan modalnya di Malaysia khususnya pada sektor manufaktur.

Namun pada tahun 1997, Mahathir mendapat cobaan beran dengan adanya
krisis yang melanda beberapa negara Asia, termasuk Malaysia. Krisis ini
terutama disebabkan karena “kapitalisme kroni” Mahathir.®® Namun ia berani
menolak saran dan resep IMF dan merapkan CBS (Currency Board System)
atau Fixed Exchange Rate. Mahathir memiliki otonomi relatif sebagai politisi
Dunia Ketiga.

Apa yang dilakukan Mahathir dengan menolak paket penyelamatan dari
IMF kemudian membuahkan hasil. Kontrol modal dan kebijakan makro ekonomi
yang ekspansif adalah kunci keberhasilan Malaysia di bawah Mahathir dalam
upayanya keluar dari kemelut krisis finansial dari Juli 1997 hingga September
1998 dengan cara menentang arus.®' Selain itu, Mahathir juga mengandalkan
ekspor dan menjaga kestabilan perdagangan bilateral, terutama dengan Amerika
Serikat. Pada tahun 1999, perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat
berjumlah U.S. $30.5 milyar, dengan ekspor Amerika Serikat ke Malaysia
berjumlah U.5.$9.1 milyar dan AS mengimpor dari Malaysia meningkat menjadi
U.5.$21.4 miliyar. Malaysia menjadi partner dagang 12 terbesar dan 17 besar
pasar ekspor bagi AS. Selama parauh pertama 2000, ekspor AS berjumlah U.S.$5

47 Pertumbuhan ekonomi Malaysia waktu itu mencapai 8,7% per tahun.

* Jomo K. Sundaram, “Ekonomi Bebas...”, Prisma No. 2, Februari 1982, him. 99.

* Sieh Lee Mei Ling, “The Transformation of Malaysian Business Groups”, dalam Ruth McVey,
(ed.), Southeast Asian Capitalists, New York, Ithaca: Cornell University SEAP. him. 103,

%0 Jomo K.S., “Malaysia: From Miracle to Debacle”, dalam Jomo K.S. (ed.), Tigers in Trouble,
him. 195.

%! Prema-chandra Athukorala, “Swimming against the Tide: Crisis Management in Malaysia”,
dalam H.W. Arndt & Hal Hill (eds.), Southeast Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way
Forward, Singapore: ISEAS, 1999, him. 28-29.
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milyar, sementara impor AS dari Malaysia mencapai U.S.$11.6 milyar. Jika
pada saat kemerdekaan ekonomi Malaysia didominasi oleh dua komoditas
utama, karet dan timah, maka setelah 40 tahun kemerdekaan, ekonomi Malaysia
telah menjadi salah satu negara terbaik Asia dalam bidang ekonomi. Dari awal
1980-an hingga pertengahan 1990-an, ekonomi Malaysia mengalami
diversifikasi yang luas dan pertumbuhan yang cepat mencapai rata-rata hampir
8% per tahun. Pada 1999, nominal per capita GDP Malaysia telah mencapai
$3,238.

Investasi asing dan domestik telah memainkan peran yang penting di dalam
transformasi ekonomi Malaysia. Industri manufaktur tumbuh dari 13.9% dari
GDP pada tahun 1970 menjadi 30% pada tahun 1999, sementara pertanian dan
pertambangan tumbuh pada 42.7% dari GDP pada 1970, jatuh ke angka 9.3%
dan 7.3%, pada tahun 1999. Industri manufaktur tumbuh mencapai 30% dari
GDP (1999). Maka mulailah ekonomi Malaysia berhasil tertransformasikan dari
yang semula mengandalkan sektor karet dan timah, menjadi produk industri
komponen elektronik berteknologi tinggi. Di bawah Mahathir, Malaysia adalah
salah satu negara pengekspor peralatan semi-konduktor terbesar dunia di
samping produk dan peralatan listrik.>*

Pemerintah Malaysia di bawah Mahathir menyambut baik dan mendukung
Foreign Direct [nvestment (FDI). Menurut statistik Malaysia, pada tahun 1999,
AS merupakan negara terbanyak yang menanamkan modalnya di Malaysia
dalam sektor manufaktur yang mencapai angka investasi sebesar RM 5.2 milyar
(US$1.37 milyar). Umumnya penananman modal AS berkonsentrasi pada bidang
kimia, elektronik dan sektor kelistrikan. Angka kumulatif investasi swasta AS
di Malaysia mencapai US $10 milyar, yang mana 60%-nya di sektor minyak
dan gas bumi serta sektor petro kimia, sisanya di sektor manufaktur, khususnya
semikonduktor dan produk elektronik lainnya.®* Dalam hal ini, Mahathir
sesungguhnya sama uniknya dengan Soeharto dan Lee Kuan Yew, terutama
dalam menjaga kestabilan politik sama seperti menjaga kestabilan harga dan
hubungan dagang dengan negara mitra-dagang utama. Mahathir memiliki
banyak persamaan dengan Soeharto dan Lee Kuan Yew, terutama ketika mereka
bertiga berani menentang IGGI dan IMF.

Kendatipun Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir dicela dan dihujat
oleh banyak kalangan karena menghalangi laju perkembangan demokrasi,*
Soeharto dan Mahathir serta Lee Kuan Yew tidak lagi memperlakukan negara
sebagai sesuatu yang impersonal, melainkan menjadikan paralel dengan
kekuatan dan kekuasaan diri mereka berdua. Negara yang mereka pegang

52 Statistical Year Book Malaysia, 1999.

3 [bid.

 Tentang hal ini, lihat misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, “The Roles of the Indonesian
Armed Forces in the Process of Democratization”, makalah yang disampaikan pada seminar The

Relations Between the European Union and Indonesia in the Context of Asian Crisis, Hague,
Netherlands, 26 Oktober 1998, him. 3.
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berdua menjadi demikian adidaya, tidak terhadap negara-negara lainnya,
melainkan atas masyarakatnya sendiri. Di sini sangat menarik bagaimana secara
kultural negara tampil dalam personifikasi pemimpin, negara dan pemimpin
menjadi subyek yang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda dengan
kepentingan-kepentingan kekuatan sosial yangada.” Kesuksesan negara dalam
bidang ekonomi dan politik, untuk memperjuangkan kepentingannya
tergantung dari komposisi dan konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada,
nasional dan internasional.’

Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir telah juga sama-sama membawa
negaranya masing-masing menjadi ‘negara Bonapartis’ yang tumbuh menjadi
negara mandiri karena adanya tuntutan-tuntutan industrialisasi sehingga
dibutuhkan aliansi-aliansi baru antara negara dengan kekuatan-kekuatan sosial-
politik dan sosial-ekonomi yang ada baik nasional maupun internasional.”” Oleh
karenanya, untuk melihat ketokohan Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mabhathir,
secara struktural, tidak dapat diabaikan teori struktural tentang negara.®

Secara kultural, Soeharto adalah seorang Jawa, Lee Kuan Yew adalah
seorang Cina Perantauan dan Mahathir adalah Melayu yang ketiganya memiliki
kemandirian sikap kultural tersendiri dalam berhadapan dengan kekuatan-
kekuatan sosial politik maupun ekonomi pada tingkat nasional maupun
internasional. Sikap radikal dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan
ekonomi politik asing telah diperlihatkan oleh Soeharto ketika berhadapan
dengan IGGI dan oleh Mahathir serta Lee Kuan Yew ketika berhadapan dengan
IMF. Ketiganya, secara kultural memiliki apa yang disebut oleh Liddle® “relative
autonomy” dan mereka bertiga telah menunjukkan diri sebagai pemimpin yang
bisa melihat dari cermin kebudayaan masyarakatnya. Artinya, kekuasaan yang
telah ditegakkan merupakan sebentuk kebijakan yang adaptif yang bersumber
dari budaya masyarakat itu sendiri. Seorang pemimpin yang meskipun acap
kali dilihat senantiasa mengambil peran menentukan dalam mengubah dan
membentuk kembali masyarakatnya, namun struktur di atas mana kinerja
pemimpin itu berlangsung masih sangat dipengaruhi oleh budaya yang bekerja
di dalam masyarakat. Oleh karenanya, faktor budaya yang dominan di dalam

% Lihat Guillermo O’Donnell, “Reflection on the Pattern of Change in the Bureaucratic Authoritarian
State,” dalam Latin American research Review, Winter, 1978.

* Arief Budiman, Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan, Jakarta:
Yayasan Padi dan Kapas, 1991. him. 20.

%7 Untuk diskusi tentang teori ini, lihat Peter Evans, “Class, State and Dependence in East Asia:
Lesson for Latin Americanists”, makalah, vang dipersembahkan pada konferensi vang diorganisir
oleh The Institute of Socal Sciences, Seoul National University, Seoul, Korea, 6 - 8 Juni 1985,
sebagaimana dikutip oleh Arief Budiman, Negara dan pembangunan..., him. 19.

%8 Untuk pengantar awal tentang teori ini, lihat Arief Budiman, Negara dan Pembangunan: Studi
tentang Indonesia dan Korea Selatan, Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.

% Untuk keerangka teoritis tentang kemandirian relatif ini, lihat R.W. Liddle, “The Relative
Autonomy of the Third World Politician: Soeharto and Indonesian Economic Development in
Comparative Perspective,” International Studies Quarterly 35, no. 4 (July, 1991)

™ Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh, vol. 11, No. 2, Agustus 2005




Rasyidin S.50s, M.A.
.S(x’[un‘(; Lee Knan Yen, day Mabathir Ma[lmmmz)

sebuah masyarakat secara langsung atau tidak tetap menyumbangkan pengaruh
tertentu terhadap kinerja kepemimpinan seseorang.® Oleh karenanya, untuk
melihat peran ketiga tokoh ini, seorang peneliti mestilah mendekatinya dari
sudut kultural.

Indonesia di bawah Soeharto, Singapura di bawah Lee Kuan Yew dan
Malaysia di bawah Mahathir adalah negara yang memiliki kemandirian relatif
yang lahir tidak hanya karena terjadinya perubahan struktural konfigurasi
kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi yang ada, namun juga karena adanya
perubahan konfigurasi sosial-budaya dan politik. Artinya, kemandirian relatif
ini terjadi bukan hanya karena adanya perubahan struktur, melainkan juga
secara kultural yang bukan para pemimpin negara sendiri yang
membentuknya.® Oleh karenanya, untuk melihat peran ketiga tokoh ini, seorang
peneliti mestilah mendekatinya dari sudut kultural dan struktural secara
sekaligus. Selain itu analisis dan interpretasi dari berbagai perspektif juga penting
untuk menjelaskan secara komprehensif tentang Soeharto, Lee Kuan Yew, dan
Mahathir.

Semua pencapaian Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir dalam
membangun negara mereka masing-masing mengalami goncangan dahsyat
pada tahun 1997. Banyak kajian yang mencoba menjelaskan tentang kehancuran
finansial yang memicu resesi dan kemudian merembet ke krisis multidimensi;
kerusuhan dan kekerasan bermunculan di berbagai daerah; gerakan separatisme
di beberapa daerah dan krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia dan
Malaysia, dan hanya sedikit saja yang dirasakan oleh Singapura, yang
kesemuanya tidak dapat dimengerti tanpa perspektif historis, politik, ekonomi,
sosial dan kultural.®

Namun, ketiga tokoh ini mengakhiri masa kekuasaannya dengan cara yang
kontras satu sama lain; Soeharto dipaksa mundur setelah 32 tahun berkuasa
(1966-1998) dengan cara yang tidak terhormat oleh mahasiswa, sementara
Mahathir mundur dengan bangga dan penuh pesan retoris setelah 22 tahun
berkuasa (1981-2003) dan Lee Kuan Yew bagaikan menurunkan tahta dari
“kerajaan politik” Republik pulau Singapura kepada penggantinya. Soeharto
tunduk pada desakan melakukan reformasi (1998). la bahkan mengundang dan
menawarkan kepada tokoh-tokoh “vokal” untuk ikut melakukan reformasi,
sambil menyatakan tidak akan mencalonkan lagi sebagai presiden. Namun,
tokoh-tokoh itu, dari yang moderat sampai yang keras, menolak ajakan Soeharto.

% Fachry Ali, “Masyarakat, Pemimpin dan Budaya di Asia Tenggara: Perspektif (Pengalaman)
Indonesia”, makalah, disampaikan dalam Seminar Kebangkitan Asia: Peranan Generasi Baru Asia
Tenggara, Institute for Southeast Asian Islamic Studies, [AIN Sulthan Syarif Qasim, Riau, 20-22 Juli
1997.

6! Arief Budiman, Negara daan Pembangunan...., him. 19.

62 ntuk kasus Indonesia tentang awal mula krisis hingga kejatuhan Soeharto, lihat Donald K.
Emmerson (ed.), Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, (terj.), Jakarta:
Gramedia dan The Asia Foundation, 2001. Untuk kasus Malaysia, lihat
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Hanya Gus Dur yang sempat menyatakan kekecewaannya dengan mengatakan,
“mau didukung kok, malah mundur.”® Soeharto pun jatuh. Masyarakat
Indonesia pun merasa memperoleh peluang untuk mewujudkan obsesi
demokrasi. Menyelenggarakan pemilihan umum, melahirkan UU Otonomi
Daerah, demokratisasi di segala bidang, dan lain sebagainya. Namun, yang
kemudian tampak di seluruh Indonesia adalah terjadinya anarki di mana-mana,
dan bahkan disintegrasi bangsa.*

Lee Kuan Yew turun secara demokratis dan tidak mau memegang
kekuasaan terlalu lama dan ia tetap dipandang sebagai “Bapak Bangsa” dan
‘the founding father” Singapura. Sementara itu, setelah 5 tahun kejatuhan
Soeharto, Mahathir Mohammad di parlemen Malaysia mundur dengan sebuah
retorika, sebuah pidato yang terasa menyentuh hati®® dan seolah-olah ditujukan
kepada bangsa Indonesia. la memperingatkan agar pemerintah berhati-hati
dengan obsesi demokrasi yang mungkin muncul setelah ia mengundurkan diri
dari jabatannya. Pidato itu secara implisit mengakui bahwa demokrasi belum
dilaksanakan sebagaimana adanya. Sebuah pidato yang jujur karena ia
mempunyai berbagai alasan mendasar dan kuat. Keyakinan bahwa jika
demokrasi diimplementasikan, maka segala sesuatunya akan beres sama sekali
tidak berdasar, terutama jika demokrasi langsung diterapkan. Mahathir
menekankan, keberadaan Malaysia sebagai negara multiras membuat negara
itu berpotensi seperti kotak yang mudah terbakar, yang sewaktu-waktu dapat
meledak jika kesatuan nasional tidak secara tekun dijaga. “Kita melihat betapa
banyak masyarakat multietnis mengalami kegagalan. Jika kita tidak berhati-
hati, kita pun akan mengalami kegagalan.”®

Hipotesa Studi

Berdasarkan paparan di atas, studi ini memiliki hipotesis yang sederhana.
Pertama, rakyat yang ditinggalkan oleh Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir,
setelah beberapa waktu kemudian kembali “merindukan” suasana politik yang
aman, tentram dan sejahtera yang pernah mereka hirup di masa kedua tokoh
ini memimpin negeri. Kedua, para pemimpin dan calon pemimpin bangsa
Indonesia —yang pernah mengalami periode masa kepemimpinan pra-
Soeharto, masa Soeharto dan pasca-Soeharto— serta para pemimpin dan calon
pemimpin bangsa Melayu atau para calon dan pemimpin Cina di Singapura —
yang pernah mengalami kehidupan pada masa pra-Mahathir, masa Mahathir
dan pasca Mahathir —berusaha mengembalikan Indonesia, Singapura, dan
Malaysia ke keadaan default masa Soeharto, masa Lee Kuan Yew dan masa
Mahathir. Bagaimanapun, kedua hipotesa ini perlu diuji melalui sejumlah uji
preposisi kualitatif dalam penelitian ini.

 Lihat buku Lengser Keprabon, cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
% Sulastomo, “Belajar dari Mahathir”, Kompas, 3 November 2003.

8 Kompas, 30 Oktober 2003.

% Kompas, 30 Oktober 2003.
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Tujuan Studi

Uraian tentang latar belakang masalah di atas mengkonvergensikan
tujuan studi ini, yaitu, pertama, memperoleh gambaran yang lebih memadai
tentang model pembangunan ekonomi-politik Asia Tenggara dengan melihat
pada posisi sosial-ekonomi dan sosial politik Indonesia masa Soeharto,
Singapura masa Lee Kuan Yew dan Malaysia masa Mahathir. Kedua, mencari
formula ekonomi-politik yang mampu membangkitkan bangsa di tengah situasi
krisis. Ketiga, merekam dan mendokumentasikan sejarah perkembangan socio-
econontic and political setting Indonesia masa Orde Baru, Singapura masa Lee
Kuan Yew dan Malaysia di bawah Mahathir hingga sekarang dan perubahan-
perubahan internal di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Keentpat, studi ini
akan melihat bagaimana peran tokoh politik Dunia Ketiga yang memiliki
otonomi relatif memasuki kompetisi politik pembangunan dengan negara-
negara maju di Asia dan dunia. Kelima, studi ini berusaha melihat persamaan
dan perbedaan dalam timbangan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia.
Secara khusus, studi ini bertujuan untuk:

a. Merekonstruksikan sejarah ekonomi-politik Orde Baru Indonesia di bawah
Soeharto, sejarah ekonomi politik di masa Lee Kuan Yew dan sejarah ekonomi-
politik Malaysia di bawah Mahathir dengan melihat latar-belakang gagasan
serta faktor-faktor sosial-ekonomi dan politik yang berkembang kala itu dan
sejarah sosial-politik yang mengitarinya.

b. Melakukan evaluasi kinerja internal dan eksternal pemerintahan Soeharto,
pemerintahan Lee Kuan Yew dan pemerintahan Mahathir dengan menggali
dan mengumpulkan data dari berbagai pihak yang berhubungan langsung
maupun tidak langsung dengan tokoh ini. Karena pertimbangan sosiologis
tertentu, studi ini juga melihat bagaimana kalangan militer Indonesia,
kalangan profesional Singapura dan kalangan sipil terpelajar Malaysia lulusan
universitas yang dengan kemampuan teknikal dan manajerial mampu
menerjemahkan peluang-peluang pasar yang tercipta dari lingkungan politik
tertentu ke dalam bentuk kebijakan ekonomi politik negara. Dalam hal ini,
biografi Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir —dengan berbagai latar-
belakang kultural tempat kedua tokoh ini tumbuh dan besar— menjadi titik
awal analisis kritis tentang ekonomi-politik Indonesia dan Malaysia.

¢. Memberikan rekomendasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan posisi
sosial-ekonomi dan sosial-politik Indonesia, Singapura, dan Malaysia di masa
kini dan masa yang akan datang.

Metodologi Studi
a. Penggalian Latar Sejarah Ekonomi Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Setelah kemerdekaan Indonesia, 1945, dan setelah diperolehnya kemer-
dekaan Malaysia pada tahun 1947, proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan
Belanda telah memberikan kesempatan dan tantangan usaha baru dan peralihan
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serta perluasaan usaha sektor swasta secara cepat dan spektakular. Bagaimana
tonggak politik kemerdekaan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia bisa ber-
pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan politik sebelum dan masa kekuasaan
Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahahthir. Siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang
mempunyai kemampuan teknikal dan manajerial untuk mengambil lahan baru
ini merupakan episode penting sejarah ekonomi Indonesia dan Malaysia yang
belum banyak: terungkap. Proses transformasi dan terangkatnya posisi
Indonesia, Singapura, dan Malaysia ke dalam hirarki komersial baru sangat
menarik untuk diungkapkan. Dengan mengambil kasus kebijakan ekonomi dan
politik Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir, maka studi ini sekaligus meng-
analisis naiknya pemimpin Dunia Ketiga hingga datangnya masa-masa krisis.

b. Penggalian Latar Sejarah Politik Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Sejarah politik Indonesia dan Malaysia akan ditelusuri dari komposisi
berbagai ideologi yang ada pada masa sebelum naiknya Soeharto di dalam
panggung politik Indonesia hingga masa-masa di mana terdispersinya kekuatan-
kekuatan politik dan hancurnya aliansi-aliansi politik Orde Baru. Sejarah politik
Singapura hingga naiknya Lee Kuan Yew serta deskripsi tentang bagaimana
kondisi politik dan ekonomi setelah turunya Lee Kuan Yew. Untuk kajian khusus
tentang sejarah politik Mahathir, sejak tahun 1971 ketika terjadi peralihan
kekuasaan dari Datok Husen Onn hingga Mahathir digantikan oleh Abdullah
Badawi (2003), akan ditelusuri secara kualitatif terhadap konfigurasi kekuatan-
kekuatan sosial-politik yang ada pada masa itu.

c. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Data yang akan dikumpulkan dalam studi ini adalah seluruh keterangan
yang relevan, baik data primer (dokumen-dokumen, dan tulisan-tulisan asli
Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir, wawancara dengan Soeharto, Lee Kuan
Yew, dan Mahathir dan wawancara dengan berbagai tokoh yang mewakili
konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi dan sosial-politik di masa
Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir. Data sekunder (bahan kepustakaan
lainnya yang terkait dengan batasan studi ini). Dengan cara ini diharapkan bisa
diperoleh keterangan yang lebih komprehensif tentang kinerja dan posisi sosial-
ekonomi dan sosial-politik Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir.

d. Deskripsi, Analisis, dan Interpretasi Data

Data-data yang terkumpul akan dideskripsi secara sederhana, memilih
sound and viable data yang bisa memberikan gambaran posisi sosial-ekonomi
dan sosial-politik Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir. Hasil deskripsi ini
dikategorikan dan dituliskan sebagai laporan sementara dan kemudian dilanjut-
kan dengan analisis menghubungkan data yang ditemukan dengan per-soalan-
persoalan terkait. Selanjutnya, data tersebut akan diinterpretasikan secara lebih
luas'untuk kebutuhan afirmasi, verifikasi atau falsifikasi teoritis studi ini.
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e. Wilayah Penelitian

Dengan cakupan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka wilayah
penelitian atau studi ini mencakup berbagai daerah yang di Indonesia dan
Malaysia yang merupakan lokasi di mana Soeharto, Lee Kuan Yew, dan
Mahathir banyak melakukan aktivitas. Maka wilayah studi ini adalah sebagai
berikut: (1) Jakarta, (2) Singapura, dan (3) Kuala Lumpur.

Fokus Perhatian Studi

Berdasarkan penggalian akar historis ekonomi-politik Indonesia dan
Malaysia dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru di bawah Soeharto,
Lee Kuan Yew, dan Mahathir yang menguasai sektor-sektor modern politik
Indonesia, Singapura, dan Malaysia di atas, maka fokus studi ini adalah sebagai
berikut:

a. Kondisi-kondisi sosial-ekonomi dan politik yang menentukan kelahiran
kekuasaan Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir.

b. Situasi umum ekonomi dan politik Indonesia sebelum dan menjelang masa
Orde Baru; situasi umum ekonomi dan politik sebelum dan menjelang naik-
nya Lee Kuan Yew; dan situasi umum ekonomi dan politik Malaysia sebelum
dan menjelang masa Mahathir.

c. Perkembangan makro ekonomi dan implikasi dari kebijakan deregulasi
pemerintah Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir di berbagai sektor .
d. Daya tanggap internal dan kemunculan “relative autonomy” Soeharto, Lee
Kuan Yew, dan Mahathir terhadap krisis dan tawaran-kawaran kesempatan-
kesempatan perkembangan ekonomi yang didorong fluktuasi harga mata

uang.

e. Perkembangan atau evolusi internal dari struktur pemerintahan Soeharto,
Lee Kuan Yew, dan Mahathir (khususnya setelah mengalami restrukturisasi
(dengan berubahnya konfigurasi kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan
sosial).

f. Kinerja pemerintahan masa Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir serta
dinamika hubungan “pusat” dan daerah periferal di beberapa propinsi
strategis.

g. Pengaruh politik dari diterapkannya kebijakan-kebijakan non-politik
(kebijakan ekonomi) masa Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahahthir.

h. Menelusuri sumbangan pemikiran dan kebijakan Soeharto, Lee Kuan Yew
dan Mahahthir terhadap dan budaya ekonomi, politik dan program
pembangunan lainnya.

i. Isu-isu mutakhir menyangkut keberadaan Soeharto, Lee Kuan Yew, dan
Mahathir dalam kancah politik nasional yang kurang lebih telah mempe-
ngaruhi bangunan sosial, ekonomi dan politik Indonesia, Singapura, dan
Malaysia.
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